"WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang

M.-gat

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

J’ERAIURANDAERAHJ(OTABAM&RI\MSIN
NOMOR - 17 TAHUN 2011 : :
. i
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA U'LAN G

WALIKOTA BANJARMASIN,

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nom# 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
merupakan jenis retribusi daerah; _

b. bahwa sebagai upaya perlmdungan konsumen dan produsen dalam hal
' . \ a]a.tu]mt, takar,

tera atau tera ulang,
kalibrasi untuk mengukur kualitas alat wkur, takar, timbang dan
perlengkapannya agar senantiasa layak untuk|dipakai;

AL

batrwa dalam upaya meningkatkan pelayanan maka terhadap setiap
pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi ata$ alat ukur, takar, timbang
barang dalam keadaan

&, huruf b, dan huruf ¢, perlu mémbentuk |Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;

|

. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penepatan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

. Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9) ‘sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Repubhk
Indones:a Nomor ]820), :

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwon 1981 Nomor 11, , Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

. Undang-Undang Nomor § Tahun [98! tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk 1;_1dones1a Nomor 3274);

. Undang—Undang Nomor 8 Tahuii 1999 tentarig. Peilindungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

!




5. Undang-Undang: Republik Indomesia Nomor) 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Ikepublik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4533); o

. .. : 3 | .

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentastg Pemhbentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor

- 4359); :

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentimg Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Téhun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 téntang Pérubakian Kédua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844); .

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentadg Perimbangan Kenangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tdmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); !

|
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Refribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor
5049); ' : ‘
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Thhun 1983 Nomor 35)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1986 tentang Perubahan Atas Peraturan ‘Pemérintah Nomor 26 Tahun
1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
" Nomor 3329); |

|
11. Peraturan Pemerintsh Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan
Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta syarat-syarat bagi
UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3283);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2605 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2005
Nomor 140); |

13. Peraturan Pemerintat Noinor 79 Teahun 2005 teitang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerin Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); i

|

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

|
|
|
!
i
!



15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ,iII Banjarmasin Nomor 16
Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun
1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

l
16. Peraturan Da.etah Kotamadya Daemh Tm.gkax u[[ Banjarmasin Nomor 16
Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan PaJak Daerah dan Retribusi
Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Daerathomor 8 Tahun 1995 Seri
D Nomor 7), -

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor' 12 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewe'pangan Pemerintah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daersh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 10); :

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomon 18 tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ban]armasm Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lemll:aran Daerah Tahun 2010
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomo;' 18);

Dengan Persétujiuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA HANJARMASIN

dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.

2.
3.
4

'Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kota Banjarmasin;

TERA DAN TERA ULANG
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasat 1

Daerah adalah Kota Banjarmasm

Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Permdustdan dan Perdagangan Kota

Banjarmasm, E

Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustxran, pembatalan,
penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya '

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang selanjutnya disebut Rétnbus1 adalah biaya yang
dipungut atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang lwa_ubkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; .

Tera adatah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang
berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda terfl sah atau tanda tera batal
yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas
UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku;



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

M

@)

Tera ulang adatah suatu kegiatan menandai dengan tanda terd sah atau tanda tera batal
yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal
yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengy 1an yang dijalankan atas
‘UTTP yang telah ditera;

Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat
ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ui.curau yang mampu telusur
ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran; !

Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang se anjutnya. disingkat UTTP
adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Un, g "Nomor 2 Tahun 1981
tentang Metrologi Legal; .

Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian
BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang d1tempatkah dalam bungkusan atau
kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau
segel pembungkusannya;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mengirut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan uniuk melakukan pembayaran re’qubusn, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi tertentu; .

Masa Retribusi adalah svatu jangka waktu tertentu. yang. metupakan batas waktu bagi
Wajib Reiribusi untuk memanfaatkan j jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan;

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dxsmgiat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalm.tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah; .

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dlsmg‘kat SKRD, adalah surat
ketetapan retribysi yang menentukan hésarnya jumiah pokok refribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah. kelebzhan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang térutang atau seharusnya
tidak terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dxsmgkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa. bunga dan/atau denda;

BAB II

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera, dipungut retribusi |sebagai pembayaran atas

pelayanan pengujian UTTP dan pengujian BDKT.

Retribusi - .sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi blb.ya tera dan tera ulang,
pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kahbrasx, pengujian BDKT, jasa
profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP. .

Pasal 3 E
' |

Objek Retribusi adalah Pelayanan. pengujian alat — alat ulmilr, takar, timbang, dan
perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkds yang diwajibkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|
|
|
|
|
!



’ Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang rr;lqngglmakan/ memperoleh
pelayanan jasa pengujian UTTP dan BDKT.

BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI

|
|
i
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Tera digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. |
BAB1IV
TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

|
|
|
!
i
|
1
l
|
!
|
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|
1
[
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Tingkat pengglmaan jasa diukur berdasarkan j Jems dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan
pembinaan, serfa tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, Jamanya waktu
dan peralatan yang digunakan.

BABV !
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PEN"ETAPAMr TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip don sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkAn dengan memperhatikan
biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyatakat, aspek keadilan, dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. .

{2) Biayasebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi biaya opera§1 dan pemeliharaan, biaya
bunga, dan biaya modal. :

BAB VI . |
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera ditetapkan dalam Lampiran, yang menipakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V11
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera dilaksanakan.

|
t
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|
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BAB VHI '
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TEI}UTAN G
:

Pasal 10

(1) Masa Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.



(2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), txdak berlaku apabila UTTP

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

M
@
3

.Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

(1)

@

()

)

(3)

4)

mengalami perubahan fisik atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan wajib
retribusi BDK'T mengubah pengemasan, bentuk dan BDKT.

Pasal 11

BAB IX :
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasat 12
Pemungutan retnbus1 tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen léun yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
karcis, kupon dari kartu langganan.

Pasal 13

BABX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk
sesuai .dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan.

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang dxtumuk, maka basil penerimaan
Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selmnb&t-lambahaya 1 x 24 Jam atau

dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. |

Pasal 15 5
Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas saat pblayanan berlangsung atau
untuk jenis pelayanan terhadap UTTP di tempat pakai/terpasahg atau yang memerlukan
perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari sesudah pelayanan.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi umtuk
mengangsur refribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat

_dlpertanggung]awabkan .

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada,| ayat (2) ditetapkan oleh
Walikota. !

'Wahkota atau pejabat yang dmmjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda

pembayaran reiribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alesan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

|
t
!
I
|
|



(1)

&)
(3)

(1)

@)

)

Pasal 16

Pembayaran retribusi sebagaunana dimaksud dalam Pasal 13 dlﬁeﬁkan tanda bukti
pembayaran.. |
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimasan, :

Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Walikota.

BAB X1
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 17 ?
Penagihan surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejemé sebagai awal tindakan
peIaksanaan penagihan refribusi- dikeluarkan segera sefelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran. i

!
1
'
)
f

Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat tegman/penngatan/mat lain
yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

!
!
1
1

Bentuk-bentuk fornulir yaiig dipergutiakan tntak pelaksaiiaan penagihan retribusi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

M
@

€))

BAB X1I
TATA CARA PERUBAHAN TARIF

Pasat 19

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tlga) tahun sekah:,
Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks. ‘harga dan perkembangan perekotiomian.

|
Penetdpan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d.itetapkan dengan Peraturan
Walikota

'

BAB X1
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap; bulan dari Refribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21 |

1) Penag]han Retribusi terutang yang tidak atau lcurang dibayar sebégalmana dimaksud dalam

Pasal 21 didahului dengan Surat Teguran. .

1



(2) Pengelnaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejems sebagai awal tindakan

@)

(1)
@
@)
@

(5)

(1)

@

)

@

pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tu_].uh) bari sejak jatuh tempo
pembayaran .

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan ol:eh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV 3
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 22

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dlpersamakam
Keberatan dla}ukan secara fermljs dalam bahasa Indonesia depgan Jelas disertai alasan-
alasan yang jelas."
Keberatan haros diajukan dalam jangka waktn peling lama 3 t(hga) bulan sejak tanggal
SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Keadaan di Juar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan
yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. |

I
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retnbusx dan pelaksanaan
penagihan Retribusi. .

Pasal 23 i
Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan se_]ak tanggal $urat Keberatan diterima,
Walikota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan
Surat Keputusan Keberatan. :

Ketentuan sebagmmana dimaksud pada ayat (1) adalah untbk memberikan kepastian
hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan h%:rus diberi keputusan oleh
Walikota. |

|
Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagiamn,
menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. |

|

Apabila jangka waktu sebagaimena dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

i
'
!
'
'
0

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran

Retribusi dikenibalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesat 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. .

|
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai

diterbitkannya SKRDLB.



- BABXV |
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGAN AN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI f
Pasal 25 f

" (1) Walikota: d‘eipat memberikan peligﬁfangan, keringanan, dan pembébasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimat,i;a dimaksud pada ayat (1)
diberikan dangan._mgwnperbaﬁ!gan kemampnan wajib retribusi. !
(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditétapkan lebih lanjut dengan
Peratoran Walikota,

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26 :

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. - '

» !

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejakl diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan. :

. : : !

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota

tidak memberiken suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jalégka waktu paling lama 1

(satu) bulan. ! :

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaéan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana idimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. !

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaiimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Walikota. ' -

!
1
|
!
1

BAB XVl .
KEDALUWARSA PENAGIHAN :
Pasal 27 !

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun tethitung

~ sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusil meldkukan tindak pidana

di bidang retribusi. | :

|
!

{2) Kedaluwarsa penagihan Retnbum sebagaimana dimaksud pada 'aya'}t {1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau !
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik’ langsung maupun tidak
langsung. ‘ !



‘e

(3) Dalam hat diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dlmalsud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 'I‘eguran tersebut.

(4) Pengakuan -utang Retribusi secara langsung -sebagaimana dlmakbud pada -ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. F

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dxtaglh lagi karena hak uptuk melakukan penaglhan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Retnbusx yang sudah kedaluwarsa,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). .

{3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Walikota.

* BAB XVII
PEMERIKSAAN !

Pasal 29 f

(1) Walikota: berwenang melakukan pemeriksaaan untuk mengu_)l kepatuhan pemenuhan
kewajiban refribusi daerah dalam rangka melaksanakan peratm'anapenmdang-undangan
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catata.n; dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retnbum yang terutang;

b. memberikan kesempatan. untuk memasuki tempat atau mangap yang dxanggap peﬂu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau !

c. memberikan keterangan yang diperlukan. :

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenm tata cara pemeriksaan Rﬁmbusn diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Walikota.

BAB XIX ,
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30 :
(1) Insentif yang' melaksanakan pemungutan Retribusi dapat dibérikan insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagannana pada ayat (1) ditetapkan. me]a]mlAnggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.’ !
‘ 1

{3) Tata cera pemberian den pemeanfaatan insentif sebagaimene di d pada ayat (1) dietar

lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. ,



BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu d1 ngkungan Pemenntah Daerah diberi wewenang
Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Adara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeﬁ sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pe]abat yang berwenang sesuai
dengan peraturan per undang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah,'

a.

Cdo
.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atav laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterapgan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas; ,

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungdn dengan tindak pidana
Retnbum Daerah; :

Memmta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubtmgan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

Memeriksa bukwy, catatan dan dokumen lain berkenaen dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah; .

Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukh pembukuan, pencatatan,
dan dokumen Iain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan ’cugas penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah;

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang memnggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memenksa identitas- orang, benda,
dan/atau dokumen'yang dibawa;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan hndak pldana Re;nbum Daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dxpenksa sebagai tersangka atau
saksi;

Menghentikan penyidikan; dan/atau ]
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyldlkan tindak pidana di
bldang Retribusi Dacerah sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang—undangan

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umun;l melalui Penyidik pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI |
KETENTUAN PIDANA ;

Pasal 32

(1) Wajib Retribusi yang tldak melaksanakan kewajibannya- sehn}gga merugukan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (figa) bulan atau denda paling banyak 4 kali
jumlah retribusi terutang. .

(2) Tindak pidana sebagaimena dimaksud ayat (1) adalah pelanggarah.



(1)

@

3

(4)

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Penarikan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Kota berlaku efektif pada
tanggal 1 Januari 2013.

Sebelum pemberlaknan secara efektif Peraturan Daerah inj Pemerintah Daerah
mempersiapkan infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Sosialisasi dan persiapan lainnya.

Sepanjang Peraturan Daerah ini Belum berlaku secara efekéi€ Pemerintah Daerah masih
berhak memperoleh bagian bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Jenis Pelayanan Tera/Tera Ulang yang befum termuat dalam Peraturan Daerah ini dapat
dilakukan penambahan dan penentuan tarif retribusinya dapat diatur dengan Peraturan
Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal @1 Agustus 2011

7 WALIKOTA BANJARMASIN, Z
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Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 04 Agustus 2011
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMAS]N

NOMOR 17 TAHUN 2011 |
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

I UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentahg Wajib dan Pembebasan
Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya mengatur tentang alat-alat yang wajib ditera ulang dan alat-
alat yang dibebaskan dari tera ulang. Oleh sebab itu dalam upaya untuk memberikan
perlindungan terhadap kepentingan umum dalam hal kesempatan pengukuran, kepastian
hukum serta penggunaan Satuan Sistem Internasional atas penggunaan alat UTTP serta
BDKT.

Bahwa dalam upaya perlindungan produsen dan konsumen terhadap kebenaran
penggunaan alat UTTP perlu diadakan pembinaan kemetrologman berupa pelayanan tera,
tera ulang, kalibrasi alat UTTP agar senantiasa layak pakai dan pengujian BDKT. Dalam
kaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka dapet dilakukan pungp‘tan berupa retribusi,
karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
‘Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera merupakan keWenangan Kabupaten dan
tergolong dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

Pelayanan Tera selama ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1983 tentang Tarif Biaya Tera merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor

ke Kas Negara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagai pelaksanaan dari Otonomi Daerah, maka dalam rahgka efisiensi pembinaan
kemetrologian, khususnya pelayanan tera sebagai upaya mewujudkan ketersediaan UTTP
yang benar dan legal, juga dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat terhadap perlunya UTTP yang benar dan akurat, serta memberikan kepastian
hukum untuk menjawab tantangan perdagangan global. ;
Pungutan Retribusi Pelayanan Tera dimaksud belum dapat menampung seluruh biaya
operasional pelayanan tera. Dalam rangka peningkatan pelayanan tera, maka periu
dilakukan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, peﬂu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera. .

1
t

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas. !
Pasal 3 !
Cukup jelas.



Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas. ;

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan jelas pelayanan! yaitu pelayanan tera, tera
ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT yang dapat diketahui pada saat
pendaftaran atau permohonan fertulis pelayanan yang dilanjutkan dengan
pemeriksaan material UTTP atau BDKT yang bersangkutan.

Dari pemeriksaan material tersebut dapat diketahui jepis, kapasitas, karateristik
UTTP/BDKT yang pada gilirannya diketahui tingkat kesplitan, lamanya waktu dan
peralatan yang digunakan, :

Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan jasa beserta besarnya
retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi. !

Cukup jelas.

Struktur retribusi disusun menurut jenis, kapasitas dan kelas UTTP, mengingat
tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang dipergunakan, tingkatan hasil
yang diperoleh dengan penggunaan UTTP serta mengingat harga UTTP. Sedangkan
besarnya retribusi meliputi biaya tera, tera ulang, pengujian UTTP atau pengujian
BDKT, biaya pengesahan atan pembatalan, biaya penjustiran, biaya pemeriksaan
ditempat pakai/UTTP terpasang, jasa profesi tenaga Ahli I\?Ietrologi, biaya tambahan.

t

Cukup jelas.

Pasal 10 | :

ayat (1) l
Masa laku retribusi disesuaikan dengan masa laku tanda tera sah yang
dikeluarkan tiap tahun oleh Menteri Perindustriah dan Perdagangan, yang
antara lain menyebutkan masa laku tanda tera sahidapat berbeda-beda untuk
jenis UTTP tertentu.

ayat (2) .
Perubahan fisik atau data UTTP yang mempenga;ﬁxhj untuk kinerjanya dan
tidak diuji lagi, walaupun tanda teranya masih berlaku, sesuai dengan
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dinyatakan sebagai tidak ditera
atau ditera ulang. : ; .

t

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . E

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.



I Pasal 16 '
ayat (1) ,
Pembayaran dilal.cukan pada saat pelayanan berlangsung bagi perorangan atau
dapa‘t dﬂakukan tidak langsung bagi institusi/badan yang memerlukan prosedur
administrasi atau memerlukan perhitungan yang lebih cermat.

ayat (2) "
Cukup jelas. f
Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas. '

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25 ,
Cukup Jelas. '

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26 : :
Cukup Jelas. |

Pasat 27 :
Cukup Jelas. :

Pasal 28 , ‘
Cukup Jelas. f
Pasal 29 | ;
Cukup Jelas. :

Pasal 30 .
"~ Cukup Jelas. f

Pasal 31 , f
Cukup Jelas. :

Pasal 32
Cukup jelas.



: Pasal 33 h . ;
Cukup Jelas. o

Pasal 34 .
Cukup Jelas.

Pasal 35 ~ f
Cukup Jelas. ' ;
:

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA VBANJARMASIN NOMOR 22



LAMRIRAN RERATURAN

BANJARMASIN

DAERAH
NOMOR

KOTA
17

TAHUN 2011/ TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA / TERA ULANG

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera adalah sebaigai berikut :

Jenis UTTP dan BDKT » Satuan Tarif
f ) T3 3

A. |UTTR: :
1. | UKURAN PANJANG : :
a. Sampai dengan2m: ;

1) Meter dengan pegangan buah 2.500

2) Meter meja dari bahan logam buah 4.000

3) Meter saku baja buah 2.500

4) Salib ukur buah 7.000

5) Gauge block : buah 8.500

- 6) Micrometer buah 10.000

7) dangka sorong : bush 10.000
b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m : :
1) Tongkat duga :

2) Meter saku baja buah- 8.500

3) Bahan ukur kundang, Depth tape ' buah 4.000

4) Alat ukur tinggi orang : buah 8.500

5) Komparatar | buan 8.500

: buah 35.000

o. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah

untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas : :
1) Bahan ukur kundang, Depth tape

2) Komparator | buah 8.500

UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG buah 50.000

2. | (COUNTER METER) - : buah 20.000




ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :
a. Mekanik
b. Elektronik

. | TAKARAN (BASAH/KERING) :
a. Sampai dengén 2L

b. Lebih dari 2 L sampai 25 L
c. Lebihdari25L

TANGKI UKUR TETAP :
a. Bentuk silinder tegak :
1) Sampai dengan 600 kL
2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :

a)
b)

c)

d)

&)

f

500 kL pertama 4

Selebihnya dari 500 kI sampai dengan 1.000
kL, setiap kL

Selebihnya dari 1.000 kI sampai dengan
2.000 KL, setiap kL

Selebihnya dari 2000 kI sampai dengan
10.000, setiap kL

Selebihnya dari 10.000 kI sampai dengan
20.000 kL, setiap ki

Selebihnya dari 20.000 k1, setiap ki

" b. Bentuk Silinder datar :
1) Sampai dengan 500 kL
2) Lebih dari 566 ki dihitung sbb

- a)
b)

c)

d)

e)

f)

500 kL pertama

Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000
kL, setiap kL

Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan
2.000 kL, setiap kL

Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan
10.000 kL, setiap kL

Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan
20.000 KL, setiap kL

Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL

Bagian-bagian dari kL, dihiturg satu kL

c. Bentuk bola dan speroidal :

buah
buah

buah
buah

buah

buah

buah
buah

buah

buah -

buah

buah

buah

buah

buah

buah

buah

buah
buah

150.000 |
250.000

2.500
5.000
10.000

400.000

400.000
1.000

500

160

100

75

500.000
500.000
500 .
250

180

100 |
75




1)  Sampai dengan 500 kL buah 1.000.000
2)  Lebih dari 500 kL dihitung sbb
a) 500 kL pertama buah 1.000.000
b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan buah 500
1.000 kL, setiap kL
Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL
TANGKI UKUR GERAK :
a. Tangki ukur mobif dan tangki ukur YWagon :
1) Kapasitas sampai dengan 5 kL buah 100.000
2) Lebih dari & kL, dihitung sbb :
a) 5 kL pertama buah 100.000
b) Selebihnya dari 5 kL, Setiap kL buah 10.000
Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL
¢
b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan
tangki ukur apung dan kapal :
1) Kapasitas sampai dengan 50 kL buah 1.000.000
2) Lebih dari 50 kL dihitung Sbb :
a) 50kL. Pertama buah 1.000.000
b) Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL buah 5.000
setiap kL
c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 | pyah 2.500
KL, setiap kI
d) Selebihnya dari 100 kl, sampai dengan 250 buah 1.500
kL, setiap kL
e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 { pyah 1.000
KL, setiap kL
f)  Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 buah 750
kL, setiap kL buah 500
g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap KL
Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL
ALAT UKUR DARI GELAS :
a. Labu ukur, buret dan pipet buah 35.000
b. Gelas ukur buah 30.000
BEJANA UKUR :
a) Sampai dengan 50 L buah 35.000




14.
11.
12.
13.
14.
15.

b) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L

c) Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L

d) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L

e) Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka Ini
| ditambah tiap 1.000 L

Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L

METER TAKSI
THERMOMETER
DENSIMETER
VISKOMETER

" ALAT UKUR LUAS

ALAT UKUR SUBDUT
ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :
a. Meter bahan bakar minyak :
a.1. Meter Induk :
1) Sampai dengan 25 m°h
2) Lebih dari 26 mh dihitung sbb :
a. 25 m>h pertama
b. Selebihnya dari 25 m¥%h sampai
dengan 100 m°h setiap m%h

c. Seiebihnya dari 100 mh sampai’

dengan 500 m®h setiap m%h
d. Selebihnya dari 500 m°h setiap m*h

Bagian-bagian dari M*h dihitung satu m®h

a.2. Meter kerja :
Untuk setiap jenis media wji
1) sampai dengan 15 m%h 2) Lebih dari 15
m?h dihitung sbb :
a) 15 m’h pertama
b) Selebiinga dari 185 ™M  sampai
dengan 100 m*h setiap m*h
~©) Selebihnya dari 100 m’h sampai
dengan 500 m>h setiap m%/h.
| d) Selebihnya dari 500 mh setiap m/h:
Bagian-bagian dari m®h dihitung satu m¥h

buah
buah
buah
buah

buah

buah -

buah
buah
buah
buah

buah

buah
buah

buah

buah

buah

buah
buah

buah

buah

40.000
60.000
90.000
25.000

20.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000

150.000

150.000
6.000

3.000

1.600

60.000

60.000
2.000

1.000

500




a.3. Pompa Ukur
Untuk setiap badan ukur

buah 50.000
16. | ALAT UKUR GAS:
a. Meter Induk:
1) Sampai dengan 166 m*h buah 150.000
2) Lebih dari 100 m*h dihitung sbh -
a) 100 m%h pertama buah 150.000
h) Qalahihnua dari 1NN m3 camnai danmnan buah 500
lJI WA I M JU ALAL S LA 183 234 UUIII’I\A! U\ollau!l
500 m*/h, setiap m%h
c) Selebihnya dari 500 m*h sampai dengan buah 200
1.000 m’h setiap m*h
. . 3 . .
d) Seleblhnya dari 1.000 m*/h sampai denga buah 100
2 NNN rm3fh catian ma ’
LmaNINIWZ MU LA R Y UU\IUP [RRIV AN
e) Selebihnya dari 2.000 m3/h settap m3/h buah 50
Bagian-bagian dari m*h dihitung satu m®/h
b. Meter kerja
1) Sampai dengan 50 m°Mh | buah 60,000
2) Lebih dari 50 m%h dihitung sebagai berikut :
a) 50 m%h pertama buah 60.000
b) Selebihnya dari 50 m*h sampai dengan| buah 50
500 m*h, setiap m*h
¢) Selebitnya dari 500 m%h sampai dengan buah 30
1.000 m%nh, setiap m%h
d) Selebihnya dari 1.000 m*h sampai dengan
3 . 3 buah 20
2:000 m*/h, setiap m°/h
e) Selebihnya dari 2.000 m%h setiap m¥%h buah 15
Bagian-bagian dari m*h dihitung satu m®h
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu!| huah £00.000
sistem/unit alat ukur)
d. Periengkapan meter gas oritice (jika diuji tersendiri), buah 100.000

setiap alat perlengkapan




e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk

setiap bahan bakar ukur.

A NALAL S

‘buah 100.000
17. | METER AIR
a. Meter induk
H 3
1) Sampai dengan 15 m°/h buah 50.000
2) Lebih dari 18 m*h sampai dengan 166 m3/h N ann nnn
4 pudli 1UU. VUV
. . 3
3) Lebih dari 100 m°h buah 150.000
b. Meter kerja '
1\ Coamnai dannan 2 mslh
o Tt EegE e n e buah 4.000
et o 3 . 3
2) Lebihdari 3 m°/h sampai dengan 10 m°h bugh 8.000
. . 3 " 3
3) Lebih dari 10 m°/h sampai dengan 100 m°/h buah 12.000
. s 4 e amm  3An
4) iebih dari 100 m™/h buah 16.000
- 18.
METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR
a. Meter Induk
buah 100.000
1) Sampai dengan 15 m¥h
buah 145.000
2) Lebih dari 15 m*h sampai dengan 100 m*h
buah 172.500
3) Lebih dari 100 m¥h
. Meter Kerja
P ) ) buah 10.000
1) Sampai dengan 15 m*h
) P g buah 13.750
2)  Lebih dari 15 m*¥h sampai dengan 100 m%h
' buah 55.000
3) Lebih dari 100 m*h
18. buah 12.500
20. | PEMBATAS ARUS AIR
ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ buah 100.000
KOMPENSASI LAINNYA
- 21. | METER PROVER
a. Sampai dengan 2.000 L buah 500.000
hiiah 750.000 |




22.

23.

24.

b. Lebih dari 2.060 L sampai dengan 16.000 L
¢. Lebih dfari 10.000 L.

Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau

lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.
METER ARUS MASSA
Meter Kerja
Uniuk seliap jenis Media uji .
1) Sampai dengan 15 kg/min
2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :
a. 15 kg/min pertama

b. Selebitnya dari 15 kg/min sampai dengan 100
kg/min, setiap kg/min

c. Seiebinnya dari 1060 kg/min sampai dengan 500
kg/min, setiap kg/min

d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan
1.000 kg/min, sétiap kg/min

e.  Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min

Bagian—bagian dari dari kglmin dihitung satu kglmin

'ALAT UKUR PENGIS! (FILLING MACHINE)

Untuk setiap jenis media :
i. Sampai dengan 4 aiat pengisi -
2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi
METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya
a. Meter Induk :

1) 3 (tiga) phasa

2) 1(satu)phasa
b. Meter kerja kelas 2 :

2) 1 (satu) phasa

c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :

buah 1.000.000 |

buah 60.000
huah 60.000
buah 2.000
buah 1.000
buah 500
buah 250
100.000
buah
25.000
buah
92.500
buah
L 28.500
puan
buah 7.300
2 BNN
buah e
buah 12.000




00001 ueng uo} dsyas 'eseiq uep Buepss usgysiexd it |
| 6% 066°€ vep YwaeT ‘q
GO6'00F g (i seey) snsnuy ueguerey (g
1SR | g mmﬁa&uxmw @ i
s WG | By gogry weBusy iediss B 001 (S8 e (5
Soes. 1 e By ooy usiusp wdives By oF v oSt (9
s | By gz usBusp seduee By L pepgsy g
EEeeRc T ] Ty | veDuep etueg  1e 1
' (ﬁ se;gx} m $nteaieat (3
600 <661 yenq
000705 yenq m%mmﬁ&msmm 4
00001 yEng ﬁxmmm&em*wmx @
| ooog weng B¢ ooy uefusp pdues Sy gouepyigey (o
I | &emmm&;ﬁmwa g
1999.9 i ieng y i i3 ie 1 |
- ' WM&WMMWWx €t : -'
Bx% 000 vebuep edieg & |
i NYONYSIML | py
1 1 : ] ‘
0008 | uyeng 8% 05 unSusp edies By g ueR wiGe  (
6885 | ueng | By ¢ unfiuse pduses B R UIRET €
POD0T yang ﬁmm&mm (&
J : {43 08D T SEE) ST UEEEISN] C 4
G A Heng %&gme&&mﬁxgmmﬁ {4
gan's yeng B4 € ueBusp Bdiues B | Ueb aeT (8
805T yeng B4y veSuspedues (4
J i {11 uBp 24 SB19Y) SDIG UBRINSY q | 1
008'T - yeng 8% 0g usBuep wdwes B g uep yge (€
00S°L yeng 6y g uefuap jeduwes 6y | uepyigay (2
1088 yenqg By 1 veBuep redures (1
4 Lc;w LED ZIA SejD)) ESelq uep Suepas ueSleN ‘B
NVONVENLL XUNY ! £T
l l o}
| ] UYL ¥3ITIN | gz
end HOIVM dOIS | ¢z
Q0QQZ yeng , }
eseya’(esy |
oy N
yenq

eseyd eBR) g {1



. 6% 00 HEP LIGBT F |
i} weng
- — By pp1 yebuep tues 6 05 YBp LE @
ag B og uebuap seduses By HZ 4ep 4igsT P |
. fy 0z usfiuop dwes Gy g uep YRT O |
374 yEng )
P -_ B g uebuep tedwies By | uep wqat 'q
. . By ¢ ueBusp edues B
oy $snq . " .
IR MY NINIS MYV L
SAMONNEN=L
NYVOVEM RYTVO — ONYVHEVE ISHTSRLSY g
nﬁ;ﬁm@@nmﬁmp )
jm ien ul depes Busqun '3 m el a
000°% yenq |’SE UEBUSP feduesy SIO08 SpEd WGRSISE LI RS | 2
o ftpoiioy degas ‘tief MPoLUOY Lep iRy ymt 0
| e ppouoy deuss Y9sus)
BEE eng ep sedey i BunpueBuows vetg-ig ymun g |
| HPOWION
6666 byttt | cdemee yebueu BunpumBuait Rpg uBdelfa yoln B |
. WWWWWM &
| o052 geng BILVINOLO (mnswiay SRALd) RIV JUONEd |08
080'88 eng FREATUL VR U © P
, AR
@8g8n gy m‘zmwmmmm ¢
| SR usng Hyby oot weBusopdums  fz
i mEosoyeraEy
oo oS s SPEHES AawssEy |
DY Ty 2T Oo0L e B ‘
000°SE yeng Mf:mmzmmméw Y
2N {2
188002 weny ﬂmﬂ%mm 8 9 J
QUa'EE yeng AUt vep et (g
86052 ysng - 900y usbusp mdues Junify o)) uEp el (g
f00°61 yeng AUEY 0D} ueBuep eduRS () | ]
sutonyy Buyss; Jbem peag 8 | ‘87
amq‘%@m@g@m 2y
: e
1ERDoaYL | wnR DI GRS YEp ey {§
$0pP8L 1 uEmq DB PR ;




LR, 1 Li

& Savpaidengan 1L Bedh
s 490
b. Lebihdar 1 L sampeidengan 51 buah 75
- ¢ Lebitrdark5k sampardengan20L baafs ; 5@
| 4. LebBidmidGL by 300
b. Lebitdart 1 kg sampsidangan S kg besabe 375
| ¢ ichihdari? kg sampal dengan 20 ky buah 359
d. Lebil dari 26 kg sampai dengan 50 kg buah 800
@ Lobilrdar 50 ky sampai dengan 100 ky bughh | 1200}
| £ Lebidei 106 kg gl 1.566 |




